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= PENEGAKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM
‘: BIDANG HUKUM PERADILAN PIDANA, PERDATA
: DAN TATA USAHA NEGARA
. Oleh : | Wayan Artana "}.
- ABSTRACT

= A proving is a specific aclion done by both parties in dispute. It has an aim fo definite the
w stalus befween them involving a right su if's gained a truth of having a law faimess and
rtainty of faimess seeker's side. The proving of contravening action and an action against of
B are an imperafive sfafe in the context within law supreme enforcement so that what the
vase in criminalfcivil and constifutional law will be completed and it can be conlinued to the
;'aﬂurf. Inside the court, the parties give enough defails of evidence and also proposition to the
udge and attomey. The Judge is profibited fo exceed the level that's proposed by the Iffigant,
he accused and the third side who invades . In this case, the third side should be based on a

Jight interest and the side has to prove of the conflict right.

- Based on the background above, the research problems are : (i) what is the law basfc and
oraving theory in the civit and constitution law, (i} whal is the judge's altitude regarding the
case of law enforcement, and (1) whose are the parties which could be burdened in proving of
Jlaw area (the civil, the criminal and constitulional law}.

The research resiufts show that © (§} the basic faw of proving and used theory in proving
are : (a) the basic law of proving in civil law is amanged in detail on BW. (b) the eriminal iaws
are based on the article of 183-189 KUHAF, meanwhile for the constitutional law, the jirdiges
have a full power in defining wha!, who and the evidence as the fact of proving, (i} the
convinced theory in the civif laws involve ; {a) subjeclive, objeciive and obseying thecries, and
(b) in procedure of civil and criminal law use some theories of negative and positive theory,
gonviction inlimt and conviction raisones, (i) In the context within the constitution law, the used
theory applies fully in hand of the judge’s convince side. The judge’s aftifude that merition
above means as long as the caonstitition does not arrange it The judge iz free to evaluate the
proving. the bisdened side of proving wiho evaluating of facls and evidences is the fudge which
s only yudex facti So thal MA (Suprerne of Courl) can nol consider it investigating at the

supremasi hukum sehingga apa yang men-

b FERDAHULIAN jadi sengkela dalam sualu masalah/kasus

1.1 Laias Belakang

Pembukiian adalah tindakan yang di-
lakukan oleh para pihak dalam  suatu
sengkata Pembuktian hertujuan untuk me-
netapkan hukum di antara kedua beiah
pihak, menyangkut suatu hak sehingga di-
pernleh suaty kebenaran yang mampunyal
kepastian, keadilan dan kepastian hukum
bagi pthak yang mencan keadilan.

Pembuktian suatu tindak pelanggaran
ataupun perbuatan melawan hukum adalah
suatu keharusan di dalam menegakkan

daiam pidana perdala, pidana maupun iais
usaha negara menjadi lengkap serta besa
difanjutkan ke persidangan maka o dal=m
pembuktian ffu maka para pihisk member
dasar-dasar seria daiildall yang csar
kepada penegak hukum Halom dierang
melampaw balas yang Gapikan oish perg-
gugat, tergugat maupun pihak k=tga yang
melakukan intervensi pads dasar saos
yang mendasarkan berkspertngan &=
sesualu hak, maka 2 manou e
kannya terhadap hak vang dpersenglstoi-
an.
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pidena benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwaiah yang bersalah melakukannya’.

Ketentuan ini adalah untuk menjarmin
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepasti-
an hukum bagi seseorang Selain itu alat
bukti harus dapat meyakinkan hakim (nofoir
feit) “negatief weflefijlk bewys theone'
Menurut Narendra Jatna (1998}, bahwa di
dalam persidangan satu bukii sudah cukup,
dengan catatan bahwa bukii tersebut dapat
meyakinkan Hakim didalam mengambil
keputusan. Dalam pasal tersebut dijelaskan
sekurang-kurangnya 2 {(dua)} bukii. Hal ini
dikarenakan KUHAP masih memakai asas
konkordasi dengan hukum “KUHAP® dan
Belanda. Dalam KUHAP Belanda pasal 342
menjelaskan asas "unus festis nullus testis”,
namun asas ini sudah berkurang penting-
nya, karena Mahkamah Agung Beianda
beranggapan bahwa pembuktian mengenai
semua tuduhan terhadap tertuduh tidak
bolef didasarkan pada psmyataarn seorang
saksi, namunh pernystaan oleh seorang
saksi cukup sebagai bukti bagi masing-
masing unsur secara ferpisah.

Alat bukti vang dimaksudian di sini
adalah sesuai dengan pasal 184 KUHAF
ayat 1, antara =i

. keterangan saksi

. keterangan ahi.
surat.

. petuniuk,

. keterangan terdakwa atau pengakuan
terdakwa,

Barang bukti adalah benda bergerak
atau tidak terwujud yang dikuasai oleh
penyidik sebagal hasil dan serangkaian
tinclakan penvidik dalam melakukan penvita-
an dan atau penggeledahan dan atau
pemeriksaan surat uniuk kepsntingan pem-
buktian dalam penyidikan, penuntutan, dan
peradilan.

OOD oW

Secara materal, barang bukli yang
ada berinanfaat bagt Hakim unfuk mempss-
kuat keyakinannya dalam prosss persidang-
an. Bahkan senng kali Hakim dapat mem-
bebaskan seograng terdakwa berdasarean

barang bukli yang ada dalam proses
persidangan (setelah melewatl proses yang
arif. bijaksana, teliti, cermat dan saksama).
Jika dicermati, pembukiian dalam proses
perkara pidana tidak mudah. Oleh karena
ity apabila terjadi kasus pidana, didalam
paiaksanaan PPK, sebaiknyz terlebih dulu
dimanfaairan berbagal allemalif penangan-
an yang mudah, murah dan praklis uniuk
lebih mempercepal penyelesaian masalah.
Proses hukum dapat  dipilih  ssbagal
atternatif apabila ditemui jalan buniu dalam
penyelesaian masalah PPE.

Menurut pasal 180 KUHAPR, keterang-
an secrang ahli dapat saja ditolak untuk
menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh
Hakim ketuza sidang maupun terdakwa/
penasehat hukum. Terhadap kondisi ini,
Hakim dapat memerintahkan melakukan
penelitian ulang cleh instansi semula dengan
komposisi personil yang berbeda, =serta
instansi lain yvang memiliki  kewenangan.
Kekustan keterangan ahli i bersifat bebas
& tidak mengikat Hakim untuk mengguna-
kannya bila bertentangan dengan keyakin-
an Hakim. Dalam hal ini, hakim masih
membutuhkan alat bulkdi lain untuk men-
dapat kan kebenaran yang sesungguhnya.

Menunst pasal 188 KUHAP, Petunjuk
adalah perbustan, kejadian stau keadaan
yang diduga memiliki kaitan, baik aniara
yang satu dengan lain, maupun dsngan
tindak pidana itu sendiri, yang menandakan
telah terjadi suatu tndak pidana dan siapa
pelakunya. Petunjuk hanya dapat dipercich
dari keterangan saksi, surat dan kelerangan
terdakowa. Olch karena fu. pelurpmik puga
merupakan ==ty alat bukdl tidsk angsung
Penilaian kekualan pembukiian dan Sehash
pefumuk atas keadassn tenentu o o
iskukan oish Hakim sscsra v ===
bjaksanz seislsh melewss p==Ssa=

yang cermat dan sexsama bersarcss "=
N SRy

WMomEul pasa 194 KUEAR. =%
dimarsud ksfisrancan om0 30T
3p= yang =ih Ghvalsan =0ass 3

muka sidang, tentang perbusion yang &

akukannya aiau yang okstafes can ==
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sendiri. Pengertian keferangan terdakwa
mempunyai aspek yang lepin luas dan
pengakuan, karena tidak selaiu berisi
pengakuan dari terdakwa. Keterangan fer-
dakwa bersifat bebas (lidak dalam tekanan)
dan iz memilki hak untuk tidak menjawabh.
Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa,
tergantung pada alal-alat bukli iainnya
{keterangan terdakwa saja fidak cukup) dan
hanya dapsat digunakan terhadap dirinya
sendin.

3. Dalam Hukum Tata Lisaha Negara

Sebagaimana kita ketahui pembukti-
an adalah suatu proses tentang bagaimana
alat-alat bukti dipargunakan diajukan atau
dipergunakan sesual dengan aturan yang
berlaku, karena alat bukii dari masing-
masing hukum berbeda. Dalam hukum tata
usaha negara keberadaan akan alat-alat
bukti dalam peradilan tata usaha negara
sepenuhiyg ada di pihak penegak hukum.
Dalam hai ini haikim memiliki kekekuasaan
penub dalam menentukan apa, siapa, dan
alat bukii mana yang harus diutamakan dan
dibuktika, dibebani pembuktian, tentu dalam
hal ini hakim sangat bergantung pada fakta.
Hakim sangst bergantung pada faxta atau
hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

2.2 Teorl Pembuktian dalam Bidang
Hiloumn Acara Pardats, Pidana Dan
Hukum Tata Uszaha

Sshagaimana felah diketahui pahwa
yang dimaksud dengan pembuktian adaiah
suatuy proses tentang bagamana alat-alat
bukti itu dipergunakan, diajukan alaupun
dipertahankan sesuai dengan hukum acara
yang beriaky Oleh karena glat-alat bukli
dalam masing-masing hukum acara ber-
iainan, maka pembuktian yang diierapkan-
nya juga berbeda Dalam hal ini yang dituju
cleh Acara Perdata adalah Rebenaran
format, dalam pengertian bahwa seorang
hakim tidak boleh melampui bataz-baias
yang diajukan oleh fihak-fihak berperkara.
Sedangkan yang dituju dalam Acara Pidana
adalah kebenaran material, sebagamana
Acara Tata Usaha Negars, yaitu  sesuai

dengan falkta yang terungkap. Cleh karena
itu, masing-masing hukum secara tersebut
mempunyai teorn tersendin dalam menerap-
kan pembukiian.

1. Teori-teori Pembuktian dalam Hukum
Acara Perdata

Menurat Prof. WMr. A, Pitlo dalam
bukunya yang dialihbahasakan oleh M.isa
Arief, SH. Dengan judul “Pembukitan dan
Daluwarsa’, tiga teori yang diterapkan
dalam acara perdata untuk memberikan
pembebanan terhadap pembuktian sebagai
berikut.

a. Teotl Hak {Teor! Hukum Subjektif)

Dalam teori ini, phak-pihak yang
mengemukakan hak (pihak yang menuntut)
harus membukitikan segala apa yang di-
parlukan untuk membuidikan hak-hakrnva
Sedangkan pihak lawan juga harus mem-
puktikan adanya kekeliruan yang dituntut-
kan oleh pihak penuntut, seperh adanya
fakia khusus yang menghapuskan hak yang
dimiliki oleh penuntut dengan sudah di-
bayamya hak terssbut olsh pihak tertuntut
misalnya.

f. Tecr Hulwm (Teaori Hulkum Objektii)

Teor ini iebih mengedepankan pada
apa yang diatur dalam Undang-undang
Sehingga tugas hakim adalah mengoreks!
apzkah yang disempaikan oleh penuntid
apakah telah memenuhi Undang-undang
atau belum dan pada akhimya memberikan
putusan uniuk mensrima atau menolaknya.

c. Teorf Hukum Acara dan Teori Kepatutan

Teori ini menaatur tentang bagaimana
sgharusnys hakim bertindak adil dalam
memberikan hak berperkara dalam sidang
kepada kedua belsh pihak dan fidak
diperbolehkan baginya untuk  memihak
kepada salah satu pihak Seperti hainys
tidaic boleh bagi hakim membearikan bebas
nambukiian kepada salah satu pihak yang
tidak berpadanan beratnya derigan pihas
lawan.

2. Teoti-teon Pembuktian dalam Hukus
Acara Pidana
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a Teori Pembuktian Negatif (Negatief
Weftelijke Sysfeent).

Seperti dituangkan dalam pasal 183
«UHAP, bahwa hakim tak boleh menjatuh-
kan pidana kepada sesecrang kecuall bila
dengan sekurang-kurangnys dua alat bukl
yang sah, maka secrang hakim memper-
oleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar teradi dan terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Dan keterangan
tersebut dapat diketahui bahwa keyakinan
seorang hakim lebih diproritaskan daripada
keberadaan alat-alat bukfi yang sah
Namun, seorang hakim tetap tidak boleh
memutuskan suatu perkara tanpa ada
unsur alat bukti yang sah.

b. Teori Pembuktian Positif (Positief
Wettelijke Sysieerm).

Teori ini merupakan kebalkan dari
teori pembuktian negatif. Karena teod ini
mewsjibkan hakim untuk  memutuskan
perkara dengan menjatuhkan pidana pada
terdakwa dengan hanya berdasarkan pada
banyaknya jenis dan jumiah alat-alat bukti
yang sah. Berbeda dengan teori sebelum-
nya yang memberikan kesempatan kepada
hakirn untuk tidak menjatubkan pidana
terhadap terdakwa apabila dari alai-alat
hukti itz iz tidak memperoleh keyakinan
uniuk memutuskannya.

c. Taor Pembukban Conviction [iatim

Tidak jauh beda dengan teoil pem-
bukiian negatif, teon ini menitik beratkan
pada hati nurani hakim, Akan istapi dalam
teori inf dimungkinkan adanya pemidanaan
terhadap terdakwa tanpa ada alat-alat bukhi
yang sah sesuai dengan Undang-undang.
Penganut tecri ini adalah Peradilan Jury di
Prancis.

d. Teari Pembuktian La  Conviction

Raisonee

Hampir sama juga dengan teorni
peinbukiian  negatif  adalah  leon  La
Conviction Raisonee.  Keyakinan  hakim
menjadi unsur utama dalam putusan
pemidanaan terhadap ferdakwa di samping
ada unsur penunjang yang berupa dasal-

dasar pembukiian yang diseral suaty
kesimputan. Sehingga putusan hakim
dijatuhtkan dengan suatu motivasi,

3 Teor-teori Pembuktian dalam Hukum
Acara Tata Usaha Negarma

Tanpa bergantung pada fakia dan hal
yang diajukan, para pihak, seorang hakim
dalam Peradilan Tata Lisaha Negara mem-
punyai kekuasaah penuh dalam menentu
kan :

a. apa yang harus dibuklkarn.

b. siapa yang harus dibebani pembukiian.

c. alat bukti mana saja yang harus
diutamakan.

Pada dasamya teor] inl hampir sama
dengan teori pembukiian negatif yang di-
terapkan dalam Acara Pidana. Perbeda-
annya adalah bahwa jika dalam Acara
Pidana, hakim mendapatkan keyakinan dar
minimal dua alat bukt yang diajukan.
Sedangkan dalam Taia Usaha Negara
hakimlah yang menentukan apa yang harus
dibuktikan berdasarkan atas keyakinannya
sendir.,

2.3 Penilaian Terhadap Jenisqjenic Alat
Bukii

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang
disengketakan itu ielah diajukan pembukti-
an, namun pembukbian itu masih harus
dinilai. Yang berwenang can menyatakan
tarbukti tidsknya peristiwa [alah hakim yang
memeariksa duduk perkara (judex fach),
yaity hakim fingkal pertama dan tingkat
banding. Mahkamah Agung tidak dapat
mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Dalam hal ini pembentuk Undang-
undang dapat mangikat hakim pada alat-
alat bulkdi tertentu, sehingga ia tidak bebas
menilainya. Sebailiknya Undang-undang
dapat menyerahkan dan memberi kebebas-
an kepada hakim dalam menilai pembikt-
an. Terhadap akia yang merupakan alat
bkt tertulis misalnya, hakim terikat dalam
penitainnnya {ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870
BW). Sebaliknya hakim tidak wajb mem-
percayai seorang saksi, yang berarti bahwa

WIDYASRAMA, Majalah fimiah Universitas Dwijondia Denpasar, 155N No,0852-7768 Desember 2013 100



ia bebas menilai kesaksian {ps. 172 HIR,
305 Rbg, 18086 BW).

Pada umumnya, sepanjang Undang-
undang tidak mengatur sehaliknya, hakim
bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang
berwenang menilai pambukiian, yang tidak
lain merupakan penilaian suatu kenyataan,
adalah hakim, dan hanyalah judex facti
saja, sehingga Mahkarmah Agung tidak bisa
mempertimbangkan dalam pemerksaan
tinokat kasasi

Oi dalam buku “Sistem Pembuktian
dalam Peradiian Indonesia™ karya Bambang
Walua diterangkan bahwa pada dasarnya
terdapat beberapa para ahli tentang teori
penilzian pembuktian dalam Acara Perdata.
Salah satu pendapat yang sering dimuncul-
kan adalah pendapat Prof. Sudikmo
Mertokusume yang mengemukakan tiga
teon barikut.

1. Teor Pembuktian Bebas

Di dalam teori ini tidak dikehendaki
adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat
hakim, sehingga penilaian pembukiian di-
serahkan penuh kepadanya. Dan di tangan-
nyalah putusan peradilan berada.

2. Teori Pembukiian Negatif

Teari ini mengharuskan  adanya
ketentuan-keteniuzan yang mengikal yang
bersifat negalive, vaitu harus mempunyai
batazan yang berupa farangan Kepadz
hakim uniuk melakukan sesuaiv yang
berhubungan dengan pembuktian.

3. Teori Pembuktian Positif

Kebalikan dari teon pembuktian
negatif, dalam teor ini hakim diwajibkan
untuk melakukan sesusaty yang berhubung-
an dengan pembukiian Seperfi misalnya
adanya suatu skia sutentik yang diduga
palsu, hakim berhak melakukan penilaian
terhadap pembuktian tersebut.

Berbeda dengan teori pembuktian
negatif yang meiarang hakim melakukan
penilaian atas pembuktian yang semisal
keterangan seorang saksi Dalam hal ini,
jika ada keterangan dari seorang saksi saja,
maka langkah yang harus diambil adalah
menolak gugatan. Kecual jika dikuatkan

dengan afet bukti lain, minimal satu ai=
bukli lagi.

Pendapat umum menghendaki teor
pembuktian yang lebib bebas. Hasrat akas
adanya kebebasan dalam hukum pembuaki-
an ini dimaksudkan untuk lebih memben
kelonggaran wewenang pada hakim dalam
mencar kebenaran,

1. Faktor Nilal Pembuktian dari Keterangan
Saksi
Penilaian atas kebenaran keterangan
sgorang saksi haruslah sungguh-sunggud
memperhatikan

a. persesuaian antara Kketerangan sake
satu dengan yang lain.

b. persesuaian antara  keterangan sake
dengan alat bukii yang lain.

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh
saksi untuk memberikan  keterangsn
terdeniu.

d. cara hidup dan kesusilaan saksi seris
segala sesuaty yang pada umumnys
dapat mempengaruhi dapat tidaknys
keterangan itu dipercaya (pasal 185 aya
{6} KUHAP),

z. Fakior Niar Pembuktian dar Kelerangan
Ahli

Bahwasanya menuiut sistem KUHFE
keterangan aiii mempunyal kekuatan pene-
buktian "bebaz" atau vrjbewyst Pada als
Buiif tersebut tidak melekat kekuatan pem-
bukiian yang sempurna dgan menentukar
ataupun mengikat. Tersersh kepada hakim
hakim bebas menilainya dan fidak terks
kepadanya. Tidak adanya keharusan bag
hakim untuk mest menerima kebenaran
keterangar azhli dimaksud (M. Yahy2
Hasapan, 1988 829) Pendapal ini sasua
pula dengan yunsprudensi sebagal berikut

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor
T2KKri1061 tanggal 17 Marst 1062
yang menyatakan babwa hakim tidas
terikat pada pendapat secrang ahli jiks
pendapat ini bertentangan dengan sis
Kayakinannya

2) Putusan Mahkaman Agung Nomar - 127
KiKrt1861 tanggal 22 Jumi 1976, yang
menyatakan bahwa Kesimpulan saks
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ahli tzk mulish bores memad koo
an hakim.

Tentang pendspat dan orang ahll Ini
menurut Wirjono Prodiodicore menyatakan !
“laporan dari ahiiahii yang diletapkan oleh
pemeriniah unfuk menguisrakan pendapat
dan pikirannyz fentang k=adaan-keadaan
dari perkars yang bersanglastan, hanya
dapat dipskai guna membenkan penerang-
an kepades halom, dan hakim sama sekali
tak waiib turut pada pendapat orang-orang
ahli itu, bila keyakinan hakim bertentangan
dengan pendapatl ahii-ahli tu Sebaliknya
apabila hakim setuu dengan pendapat
seorang ahli itu, maka pendapat ahli itu
diambil over oleh hakim dan dianggap
sebagai pendapstnya sendim (Wirjono
Prodjodikoro. 1852:83).

Pada h=mat kami, dalam hal ssorang
ahli telah memberikan keterangan dalam
pemeriksaan penyidik atau ahli yang ber-
sangkutan hadir dalam siding dan mem-
berikan keterangan di bawah sumpah
sebagai ahli, maka apa yang dikemukakan
dalam sidang tersebut bemilai sebagai
keterargan ahli, sebagaimana dimaksud
pasal 184 ayat huruf b yo pasal 186 KUHP.
Bila di samping keterangan yang diberikan-
nya dalam sidang tersebut, 1a telah mem-
herikan keterangan pula dalam bentuk
visum et reperfum, maka keterangan ter-
“ufisnya ffu bernilal sebagai alal bukti surat
(pasai 184 ayat 1 huruf ¢ yo pasal 187 huruf
¢ KUHP). Jadi dalam hal ini, terdapat 2
(dua) alat buki yakni alat bukti berupa
keterangan hii dan ait bukti surat.

Telapt apabila ahli yang bersangkutan
dihadirkan di sidang hanya untuk dimintai
penjelasan tentang keterangan tertulisnya,
ia tidak diperiksa di bawah sumpah sevagai
seorang ahli. maka di sini tetap terdapat
zatu alat hukti, yvakni alat bukti surat,

5. Fakior Nilai Pembuktian dan Surat
Terhadap akta yang merupakan alat
bukti terulis misalnya, hakim terkat dalam
penilaiannya (ps. 165 HIR, 283 Rbg. 1870
BW). Jadi untuk menilai pembuktian dari
surat sudah diatur oieh Undang-undang.

4. Fakior Nilai Pembuktian Dari Petunjuk
Hai ini distur dalam pasal 188 KUHAP
yang bunyinya :

a. petunjuk adalah perbuatan, kejadian
atau keadaan, yang karena persesuai-
annya, balk antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengan tindak pidana
itu sendir, menandakan bahwa felah
terjadi suaiu tindak pidana dan siapa
pelakunya.

L. petunjuk sebagaimana dimaksud dalam
ayat {1) hanya dapat diperolen dan :

1)  kelerangan saksi.
2y surat.
3}  keterangan terdakwa.

¢. penilaian atas kekuatan pembuktian dari
suaty petunjuk dalam setiap keadaan
tertentu dilakukan oleh hakim dengan
arif & bijaksana satelah ia mengadakan
pemerksaan dengan penuh kecermatan
dan keseksamaan berdasarkan atas hati
nurannya.

5. Faktor Nilzi Pembuktian darn Keterangan
Terdakwa

Di bandingkan dengan HIR, yang
menyebul alat bukli pengskuan, maka
makna keterangan lerdakwa adalah iebih
kias Karsna keterangan terdakwa fidak
saja melipuli pengakuan saja, tetapl juga
meliputt hal ihwal apa yang diatami cleh
terdakwa, Keterangan terdakwa daiam
KUHAP digtur dalam pasal 189

Mengenai Keterzangan darn terdskwa,
tidak cukup untuk membukiikan bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang di-
dakwakan kepadanya, akan tetapi harus
diseitai dengan alat buktl lainnya (Pasal
185 ayat (41 KUHAP).

2.4 Alat Bukii pada Rancangan KUHAP
Baru Asas Legalitas

Rancangan dan KUHAF. menegas-
kan asas legalitas sebagai padanan asas
iegalitas daiam KUHP Bukan asas legalitas
sebagal lawan asas oportunitas. Berlainan
dengan asas legalitas dalam hukum pidana
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material yang tercantum di dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu
perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain
berdasarkan kekuatan perundang-undang
an pidana vang ada sebelumnya”. KUHF
Indonesia sama dengan KUHP Belanda
memakai istiiah “watteliit strafbepaling”
(perundang-undangan pidana) bukan sfrafwal
(undang-undang pidana).

Dalam hukum acara pidana dipakai
terminclogi Undang-undang (wet] sehingga
hanya dengan Undang-undang dalam arii
formail seseorang dapat ditangkap, ditahan,
digeledah, dituntut, diadill. Tak boleh suatu
peraturan yang lebih rendah dari Undang-
undang dalam arti formal mengatur acars
pidana. Ketentuan acara pidana di luar
KUHAP, seperti Undang-undang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang
-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-
undang Pengadilan HAM Tetap barlaku.

2.5 Alat Bukti dalam Rancangan KUHAP
Baru
Ketentuan mengenai alat bukii meng-
alami perubahan, sehingga berdasarkan
pada Pasal 177 Rancangan perubahan,
Rancangan alat bukli yang sah mencakup:

1. barang bukdi.

surai-surat.

bukti elektronik.
keterangan seorang ahii.
ketarangan ssorang saksi.
keterangan terdakwa,
pengamatan hakim.

Hal yang bary adalah “barang buki’
yang lazim disebut di Negara fain real
gvidence atay material evidenice, yaitu bukti
yang sungguh-sungguh. Disebul surat-surat
{jamak} maksudnya ialah jika ada seraius
surat, dihitung sama dengan satu alat buldi.

~ O U N

Sebaliknya, disebut “seorang ahil’ atau
“segrang saksi® maksudnya jika ada dua
saksi, maka memenuhi bukii mimmum dua
atat bukti. Hal ini sama dengan KUHAP
Pelanda yang menyebul geschiftaljke
bescheiden {aurat-surat) dan verkianngen
van een getuige (keterangan seorang
saksi). Bukii elekironik misalnya e-mat,

SMS, foto, film, fotokopl, faximail dan
sebagainya. Sengaja keterangan saksi di-
tempatkan bukan pada urutan safu (sams
dengan KUHAP Belanda) agar jangarn
dikira jika fidak ada saksi tidak ada alg
bukti.

lL. PENUTUP
3.1 Simpulan

Dari pembahasan di depan, dapat di
simputican beberapa hat sebagai berilat.

1. Dasar hukum pembuktian dan teott yang
dipakai dalam pembuktian sebagai ialah,

a. dasar hukum pembuktian dalam
hukum perdata digtur  terperinc
dalam B.W.

b. dalam hukum pidana berdasar pada
pasal 183-188 KUHAP, sedangkan

c. dalam hukum iata usaha negar
penegak hukum memiliki kekekuass
an penuh menentukan apa dan siapa
serta alat bukti yang menjadi fakia
dalam pembukiian.

Mengenai teori yang diyakini dalam
hukum perdata mencakup ieori-leos
subyektif obyekiif, kepatutan, hukum
acara dan hukum pidang memaksi tsor
pernbuktian negatip, positip, Convielior
Intim, & teori pembuktian La Conviction
Ramsonee.

Dalam acara tata usaha negarg, teor
yang dipskal dasar adalan terpenuhing=
ada pihak hakim di dalam menentukar
sepenuhnya  berdasarkan  keyakinas
halcm.

. Sikap hakim dalam bidang hukum yang
dimaksud sepanjang Undang-undanc
tidak mengatur sebaliknya. Hakim bebas
untuk menilai pembuldian, s=rfa yang &
bebani pembuktian yang iak lain adai=®
penilaian dalam suatu akenyataan, faki=
adalah hakim dan hanyalah yudex fac
sgja. Oleh karena itu MA tidak daps
mempertimbangkan dalam pemeriksas
tingkat kasasi

b
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